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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan akuntabilitas dan

transparansi serta penyempurnaan penatausahaan dan

pertanggungjawaban penerimaan negara bukan pajak di

lingkungan Kementerian Sosial, diperlukan suatu

petunjuk teknis pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak di lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 183 Tahun 2011

tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah tidak

sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Teknis

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di

Lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara

Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3760);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang

Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3371);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata

Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang

Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4500);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2010 tentang

Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5114);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 86);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009

tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan

Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2014

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 231/PMK.02/2009 tentang Pedoman Umum

Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 631);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012

tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

234);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.02/2012

tentang Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada
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Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 1214);

16. Peraturan Menteri Keuangan 32/PMK.05/2014 tentang

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik(Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);

17. Peraturan Menteri Keuangan 152/PMK.02/2014 tentang

Petunjuk Penyusunan Rencana Penerimaan Negara

Bukan Pajak Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1053);

18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya

disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah

Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

3. Aplikasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang

selanjutnya disebut Aplikasi TPNBP adalah aplikasi yang

dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran yang

digunakan untuk penyusunan rencana PNBP.

4. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

www.peraturan.go.id



2016, No.577
-5-

pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN

pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

5. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

untuk keperluan belanja negara dalam rangka

pelaksanaan APBN pada kantor/satuan Kerja

Kementerian Negara/Lembaga.

6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat

BUN adalah Menteri Keuangan.

7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut

Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan

uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan

selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan

negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada

Bank Sentral.

8. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut

Bank/Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan

setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam

sistem penerimaan negara.

9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang

selanjutnya disebut KPPN khusus Penerimaan adalah

instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Direktur Pengelolaan Kas Negara.

10. Nomor Transaksi Penerimaan Negara selanjutnya

disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti

pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang tertera pada

bukti penerimaan negara yang diterbitkan oleh sistem

settlement.

11. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB

adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan

Negara yang diterbitkan oleh Bank Persepsi.

12. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP

adalah nomor bukti pembayaran/penyetoran penerimaan

negara yang diterbitkan oleh Kantor Pos sebagai Pos

Persepsi.
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